BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan buah kelapa melalui
upaya keadilan restoratif (restorative justice) di Polresta Bengkulu
sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan menggunakan cara
penerimaan laporan polisi, penyelidikan dan penyidikan awal,
pemeriksaan pihak-pihak terkait dan pengumpulan alat bukti, penilaian
kelayakan penerapan restorative justice, pelaksanaan gelar perkara,
mediasi antara korban dan pelaku, pembuatan kesepakatan perdamaian
dan penghentian penyidikan sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021.
Implementasi  restorative justice di Polresta Bengkulu masih
menghadapi sejumlah faktor pendukung dan penghambat baik yang
bersifat normatif maupun empiris. Adapun faktor pendukung dalam
penyelesaian pekara pencurian ringan dengan restorative justice yaitu
adanya dasar hukum yang jelas, pemahaman dan kemampuan
penyidik, adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, adanya
pemulihan kerugian korban, adanya mekanisme mediasi dan gelar
perkara. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya kesediaan

korban untuk berdamai, pelaku tidak menunjukkan itikad baik,
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kesulitan mempertemukan korban dan pelaku, tidak terpenuhinya
persyaratan restorative justice, kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai restorative justice

Penyelesaian restorative justice pada tahap penyidikan di Polresta
Bengkulu sejalan dengan prinsip figih siyasah karena mengedepankan
nilai kemaslahatan, kedamaian (ishlah), dan pemulihan hak korban,
dibandingkan sekadar pembalasan dendam (retributif). Dalam figih
siyasah, tindakan penyidik Polresta Bengkulu menggunakan diskresi
menghentikan penyidikan (Restorative Justice) merupakan bentuk
kewenangan Tasharruful Imam ‘'ala Al-Ra'iyyah Manuthun bil
Maslahah (kebijakan pemimpin harus senantiasa berorientasi pada

kemaslahatan rakyat).

B. Saran

1.

Polresta Bengkulu
Diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerapan
restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan

dengan tetap berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021.
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2. Bagi Penyidik
Diharapkan meningkatkan kemampuan dan pemahaman

mengenai mekanisme restorative justice, khususnya dalam melakukan
mediasi antara korban dan pelaku. Penyidik hendaknya menjalankan
perannya secara profesional dan humanis dengan memastikan bahwa
perdamaian benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak, tanpa
tekanan, intimidasi, maupun paksaan. Penyidik juga perlu memastikan
adanya pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan terhadap kerugian
yang dialami korban.

3. Korban dan pelaku
Diharapkan dapat mengedepankan sikap terbuka dan itikad baik dalam
proses penyelesaian perkara. Korban hendaknya memperoleh ruang
yang cukup untuk menyampaikan kerugian dan kepentingannya,
sedangkan pelaku diharapkan bersedia mengakui kesalahan, meminta
maaf, serta memenuhi bentuk pemulihan yang telah disepakati.

4. Bagi masyarakat
Perlu ditingkatkan pemahaman bahwa restorative justice bukan berarti
menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atau membebaskan pelaku
dari  kesalahan. Restorative justice merupakan mekanisme
penyelesaian yang mengutamakan pemulihan korban,
pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya kembali hubungan sosial

yang harmonis.
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